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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  Masalah 

Tanaman cengkeh merupakan salah satu tanaman rempah yang dapat 

dimanfaatkan untuk kepentingan industri farmasi maupun makanan. Saat ini 

Indonesia merupakan produsen sekaligus konsumen cengkeh terbesar di dunia.  

Sayangnya  besarnya kebutuhan cengkeh ini tidak diimbangi dengan produksi 

cengkeh nasional. Menurut di rektur Jenderal Perkebunan Kementerian 

Pertanian dalam pembukaan Rakernas Asosiasi Petani cengkeh Indonesia 

(APCI) ke-6 Tahun 2013, produktivitas cengkeh dalam tiga tahun ini masih 

rendah, yaitu 260 – 360 kg/ha,  padahal  produktivitas  cengkeh  dapat  

mancapai 500 – 600 kg/ha (Anonim, 2013). 

Rendahnya produktivitas cengkeh sangat mempengaruhi pendapatan  

masyarakat, karena di beberapa daerah seperit Maluku Utara, Maluku dan 

Sulawesi, cengkeh merupakan sumber pendapatan yang penting bagi petani, 

karena di daerah-daerah tersebut cengkeh  sudah dijadikan sebagai pendapatan 

utama para  petani. 

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk 

digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber 

kesediaan pangan bangsa pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 
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Dalam hidup bermasyarakat, masyarakat tidak hanya merupakan 

kelompok statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan-perubahan, 

meskipun demikian ada masyarakat yang sifatnya lebih stabil dalam segi 

perekonomian.  Kelompok ini digolongkan ke dalam golongan masyarakat 

menengah ke atas (orang kaya) di dalam kehidupan sehari-harinya masyarakat 

golongan menengah ke atas ini dapat memenuhi kebutuhannya bahkan lebih 

dari pada cukup. Sedangkan golongan ke dua adalah kelompok masyarakat 

menengah ke bawah (miskin) yang dalam kehidupan sehari-harinya tidak dapat 

memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan penghasilan yang diperoleh tidak 

mencukupi kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Dengan kondisi mayarakat seperti ini, maka akan berpengaruh terhadap 

berbagai aspek kehidupannya. Di antaranya adalah masalah beban kepala 

keluarga dalam menunaikan kewajibannya untuk menafkahi istri dan anak-

anaknya. 

Manusia sebagai kholifah dituntut untuk berbuat baik kepada sesama 

manusia, karena manusia merupakan mahluk sosial yang tidak dapat hidup 

tanpa bantuan orang lain. Manusia saling membutuhkan antar sesama untuk 

memenuhi kebutuhannya (Ahmad Azhar Basyr, 2000: 11). Baik kebutuhan 

primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, manusia dituntut untuk 

bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Manusia sebagai mahluk 

sosial hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain tidak dapat 

diabaikan. Begitu juga dalam soal kemasyarakatan, manusia juga berinteraksi 
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satu sama lainnya untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka kesepakatan 

untuk menjalin hubungan kerja sangat dibutuhkan. Kerjasama ini terjadi agar 

apa yang menjadi keinginan dapat tercapai. 

Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya memerlukan adanya 

manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup 

bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak 

untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya (Ahmad Azhar Basyri, 2004: 11) 

Dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut 

tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan, dengan 

kata lain ia harus berkerja sama dan saling membantu dengan orang lain            

(Suhrawardi K. Lubis, 2000: 4). Sebagaimana dalam firman Allah SWT; 

                         

               

 “Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) 

kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam 

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Al-Maidah: 

2)” 

Ayat-ayat di atas merupakan prinsip-prinsip dalam bermuamalah, di 

dalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan 

melindungi terhadap masing-masing pihak yang melakukan akad (kerja sama), 
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agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya sehingga dapat tercapai 

tujuan dari akad tersebut. 

Menurut (Abdul Rahman Ghazaly, 2010: 127), salah satu cantoh 

bermuamalah dalam Islam adalah musyarakah (Syirkah) yakni kerja sama 

antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan 

dan kerugian ditanggung secara bersama. 

Selain kerjasama tersebut, ada juga bentuk kerjasama dalam bidang 

pertanian yang disebut dengan al-musaqah, dan al-muzara’ah, al-mukhabarah 

yakni kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian 

bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama (Abdul Rahman 

Ghazaly, 2010: 115). 

Kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna 

meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidupnya serta keperluan-

keperluan lain yang tidak bisa diabaikan. Di antara sebagian manusia memilik 

modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha produktif atau memiliki modal 

besar dan bisa menjalankan usaha produktif tetapi berkeinginan membantu 

orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya 

kepada orang lain yang memerlukan. Di sisi lain, tidak jarang pula ditemui 

orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif. 

Berdasarkan kenyataan itulah, sangat diperlukan adanya kerja sama antara 

orang-orang yang berada di bawah perekonomian tinggi dengan orang-orang 

yang berada di bawah perekonomian yang serba kekurangan, dengan demikian 
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pihak yang tidak mempunyai modal akan sangat terbantu dan demikian pula 

orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat 

bagian dari keuntungan. 

Menurut (Boedi Harsono, 1997: 116), perjanjian kerjasama bagi hasil 

tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam 

hukum Adat, hukum positif, dan hukum Islam. Perjanjian bagi hasil adalah 

suatu  bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah 

pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian di 

mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan 

dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang hak atas tanah tersebut 

menurut  kesepakatan yang  telah  disetujui  bersama. 

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat dengan prinsip bagi hasil 

semua diatur di dalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara 

pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah 

disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak. 

Mayoritas para petani yang ada di Kecamatan Obi adalah petani 

cengkeh dan petani pala, pertanian cengkeh merupakan salah satu dari sumber 

mata pencaharian bagi masyarakat di Kecamatan Obi, oleh karena itu 

sehubungan dengan keahlian seseorang di bidang pengelolahan pertanian, di 

zaman modern dan semakin pesatnya pembangunan baik  pembangunan 

struktur wilayah, politik dan ekonomi, banyak pemilik cengkeh yang kurang 
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mampu untuk mengelolah kebun cengkehnya, sehingga banyak pemilik 

cengkeh yang berkerjasama dengan penggarap untuk mengelola cengkehnya.  

Salah satu bentuk kerjasama di Kecamatan Obi ini adalah dengan 

menggunakan sistem bagi hasil (bagi dua) yang mana sistem yang digunakan 

di Kecamatan Obi ini berbeda dengan sistem yang digunakan di daerah lain. 

Jika di daerah lain biasanya menggunakan sistem Memperduoi (Minang 

kabau), Toyo (Minahasa), Tesang (Sulawesi), Maro (1:1), Mertelu (1:2), 

(Jawa Tengah).  dan Nengah (1:1), Jejuron (1:2), (Priangan) (Imam Sudiyat, 

1981: 37).  Yang dimaksud dengan sistem bagi dua (bagi sama) yang 

dilakukan oleh para orang-orang di Kecamatan Obi adalah pembagian hasil 

dengan tiga pihak, pihak pertama adalah pemilik cengkeh, pihak kedua adalah 

penggarap dan pihak ketiga adalah buruh tani atau dalam bahasa sehari-hari 

(Orang Bapete), dalam pembagian bagi hasil ini yaitu, antara penggarap 

dengan buruh tani (Orang Bapete) dan penggarap dengan pemilik kebun 

cengkeh. Sehingga dalam kerjasama yang dilakukan di Kecamatan Obi ini 

terdapat ketidakadilan dalam pembagian hasil karena terdapat salah satu pihak 

yang dirugikan, (Interview Amien Bendar Dosen Muhammadiyah Maluku 

Utara) 

Adapun faktor yang mendorong masyarakat di Kecamatan Obi tersebut 

melakukan kerjasama ini adalah adanya kerjasama antara keluarga pemilik 

kebun cengkeh dengan keluarga pengelola (penggarap) yang terjadi sejak 

lama. Di samping itu ada pihak yang memiliki kemampuan atau keahlian untuk 
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mengelolah cengkeh tetapi tidak memiliki cengkeh untuk dikerjakan, ada pula 

yang memiliki cengkeh tetapi tidak memiliki kemampuan atau keahlian 

mengelola cengkehnya (Ekspedisi Cengkeh 2013). 

Dari permasalahan di atas, maka akan dijelaskan hal-hal yang berkaitan 

dengan kerjasama pertanian di Kecamatan Obi, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman antara pemilik cengkeh dengan penggarap dan juga buruh 

petik. Dengan demikian, masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian 

menurut pandangan hukum Islam mengenai praktik kerja sama pertanian di 

Kecamatan Obi, maka akan diadakan satu penelitian yang lebih mendalam 

dengan judul: “PENERAPAN SISTEM BAGI HASIL PADA PETANI 

CENGKEH MENURUT HUKUM ISLAM” (Studi Kasus Di Kecamatan Obi 

Kabupaten Halmahera Selatan) 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dalam penjelasan di 

atas, maka muncul beberapa permasalahan yang bisa dijadikan penelitian, 

diantaranya ialah: 

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pertanian cengkeh di Kecamatan 

Obi? 

2. Bagaimana penyelesaian masalah dalam perjanjian bagi hasil oleh 

masyarakat Kecamatan Obi? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam tentang sistem bagi hasil petani cengkeh 

yang dilakukaan oleh masyarakat Obi? 
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C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui tentang sistem bagi hasil yang dilakukan oleh para petani 

cengkeh di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh pemilik kebun dan 

pihak pengelola (penggarap) dalam bagi hasil pertanian dan menganalisis 

menurut Hukum Islam di Kecamatan Obi. 

3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dalam sistem bagi hasil 

pertanian cengkeh di Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan. 

D. Kegunaan  Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang berupa skripsi dapat dilihat dari dua 

aspek, yaitu: 

1. Teoritis 

Penulis berharap penelitian yang berupa skiripsi ini dapat memberikan 

sumbangan bagi pengembangan konsep/teori-teori, penerapan Sistem Bagi 

Hasil Pada Petani Cengkeh Menurut Hukum Islam. 

2. Praktis 

a. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman tentang, penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Cengkeh 

Menurut Hukum Islam sebagai bekal terjun ke dunia pendidikan. 
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b. Bagi Masyarakat Obi 

 Sebagai masukan kepada Masyarakat Obi khususnya, bahwa sebenarnya 

penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Cengkeh Menurut Hukum 

Islam. Sangat menguntungkan masyarakat Obi, karena dapat menjadi 

penunjang keberhasilan petani (masyarakat) cengkeh di Obi. 

c. Bagi Fakultas 

Sebagai masukan bagi Fakultas Agama Islam dalam (EPI) Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta selaku lembaga yang menyiapkan tenaga-

tenaga Ekonomi Perbankan Islam untuk mengembangkan konsep/teori-

teori Ekonomi Islam. 

E. Sistematika Pembahasan  

Untukmemudahkan dalam melakukan penulisan dan memahami 

penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut: 

BAB I:    PENDAHULUAN 

Pada bab awal ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi Bab 

ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Uraian dalam bab ini menjadi dasar dalam kerangka 

berpikir dalam melaksanakan penelitian. 
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BAB II:  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka teoritik. Bab II 

menguraikan penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Petani Cengkeh 

Menurut Hukum Islam. 

      BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, penentuan subjek 

penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data. 

      BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab  IV  menguraikan  tentang gambaran  umum penerapan  Sistem 

Bagi Hasil Pada Petani Cengkeh Menurut Hukum Islam, letak  dan 

keadaan giografis, sejarah  berkembang petani cengkeh, Kabupaten 

Halmaherah Selatan, Kecamatan Obi. Uraian dalam Bab IV 

merupakan  inti/hasil  dari  penelitian  yang  berupa  uraian  verbal  

sacara  diskriptif   kualitatif.  

      BAB V:   PENUTUP 

Sedangkan Bab V berisi penutup, yaitu tentang kesimpulan, dan 

saran-saran. 

 


